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ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi penerapan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan
melalui pendekatan keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana manipulasi
data dan/atau informasi elektronik, khususnya pada konteks kejahatan siber, pada
studi kasus Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Bdg. Fokusnya adalah pada
potensi penerapan penghentian penuntutan oleh kejaksaan berdasarkan keadilan
restoratif berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE) untuk mengatasi kejahatan siber di era digital. Menggunakan pendekatan
penelitian hukum normatif, penelitian ini mengidentifikasi dampak praktis dan
teoritis implementasi keadilan restoratif, dengan tujuan memberikan rekomendasi
perbaikan sistem hukum. Melalui analisis kasus, perbandingan paradigma
hukuman, dan kajian literatur, penelitian ini menggambarkan keunggulan,
kelemahan, dan dampak keadilan restoratif dalam menanggapi kejahatan siber.
Temuan menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif, terutama pada kasus
kejahatan siber ringan sebagaimana dijabarkan dalam putusan tersebut, dapat
berdampak positif pada pemulihan dan perdamaian. Kesimpulannya, penelitian ini
memberikan wawasan mendalam tentang efektivitas keadilan restoratif dalam
menghadapi tantangan kejahatan siber dan menawarkan panduan konkret untuk
memperbaiki dan memperkuat landasan dan sistem hukum Indonesia secara
holistik, dan integrasi konsep keadilan restoratif secara menyeluruh dan
khususnya yang terkait dengan kemajuan teknologi dan informasi.

Kata kunci: penghentian penuntutan; keadilan restoratif; UU ITE; kejahatan siber.
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ABSTRACT

This research explores the application of prosecutorial discretion through a
restorative justice approach in handling the criminal act of electronic data and/or
information manipulation, particularly in the context of cybercrime, using the
case study of Decision Number 254/Pid.Sus/2023/PN Bdg. The focus is on the
potential application of prosecutorial discretion based on restorative justice
under the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) to address
cybercrime in the digital era. Employing a normative legal research approach,
this study identifies the practical and theoretical impacts of implementing
restorative justice, with the aim of providing recommendations for legal system
improvement. Through case analysis, a comparison of punishment paradigms,
and a review of literature, this research illustrates the advantages, weaknesses,
and impacts of restorative justice in responding to cybercrime. Findings indicate
that the application of restorative justice, especially in cases of minor cybercrimes
as outlined in the mentioned decision, can have positive effects on recovery and
peace. In conclusion, this research provides profound insights into the
effectiveness of restorative justice in addressing the challenges of cybercrime and
offers concrete guidelines for improving and strengthening the legal foundations
and systems in Indonesia holistically, integrating restorative justice concepts
comprehensively, particularly those related to technological and information
advancements.

Keywords: prosecution termination; restorative justice; electronic information
and transactions law; cybercrime.
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